BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

BUPATI KUDUS,

bahwa dengan adanya penyesuaian tarif pada
beberapa jenis Retribusi Terminal, perlu mengubah
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Terminal,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Terminal;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3293) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tatacara Pemberian dan Permanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013
tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 144),

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun
2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 199);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
144), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kudus.

Pemerintah Dezerah adalah Bupati dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Kudus.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten
Kudus.

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor
umum yang digunakan untuk mengatur
kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan
menurunkan orang dan/atau barang, serta
perpindahan moda angkutan.

Terminal Penumpang adalah  prasarana
transportasi jalan untuk keperluan
menurunkan penumpang, perpindahan intra
dan/atau antar moda transportasi serta
mengatur kedatangan dan pemberangkatan
kendaraan umum.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau
barang dari satu tempat ke tempat lain dengan
menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas

jalan.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap
kendaraan yang digunakan untuk angkutan
barang dan/atau orang dengan dipungut

bayaran.

Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor
Angkutan orang yangmemiliki tempat duduk
maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari
3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor
Angkutan orang yang memiliki tempat duduk
lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk
pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500
(tiga ribu lima ratus) kilogram.

Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu
tempat ke tempat lain dalam satu daerah
Kabupaten yang tidak bersinggungan dengan
trayek angkutan perkotaan.

Kios adalah bangunan milik dan/atau di bawah
penguasaan Pemerintah Daerah yang
dipergunakan untuk menjajakan  barang
dagangan, dan kegiatan usaha lainnya yang
berada di luar pasar atau pertokoan.

Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-
prinsip komersial yang pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi  Terminal  selanjutnya  disebut
Retribusi adalah retribusi yang dikenakan
terhadap jasa pelayanan penyediaan tempat
parkir untuk kendaraan penumpang dan bis
umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas
lainnya di lingkungan terminal, yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau
Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan  retribusi, diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau
modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun , firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang
selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya
jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar
yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Tagihan  Retribusi Daerah  yang
selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk mengujikepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah dan
retribusi daerah.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang
retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik
Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diberi wewenang khusus untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah.
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23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang
khusus untuk melakukan penyidikan tcrhadap
pelanggaran Peraturan Daerah.

Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan
tempat parkir untuk kendaraan penumpang
dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan
fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah. :

(2) Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan
penumpang dan bus umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), adalah penyediaan
tempat parkir bagi mobil Angkutan Perdesaan.

(3) Penyediaan tempat kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
penyediaan kios dan loket penjualan karcis.

(4) Dihapus.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf c
diubah dan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf d
dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan
mempertimbangkan keuntungan yang layak
atas penyediaan pelayanan terminal,
kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan
efektivitas  pengendalian atas  pelayanan
terminal.

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan
sebagai berikut :
a. retribusi parkir di Terminal untuk mobil
Angkutan Perdesaan, sebesar Rp 500 (lima
ratus rupiah) sekali parkir;

b. Dihapus;

c. retribusi tempat Kkegiatan wusaha di
Terminal:

1. gntuk pedagang kios dan penjualan
tiket, sebesar Rp 100,00 (seratus
rupiah) per meter persegi per hari;
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Diundangkan di Kudus
pada tanggal 4 .uui <10

2. untuk pedagang kios yang pertama kali,
sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah) per meter persegi,

3. bagi yang melimpahkan kiosnya kepada
pihak lain, sebesar Rp 1.000.000,00
(satu juta rupiah);

4. untuk setiap perpanjangan pencmpatan
kios dikenakan sebesar Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

d. Dihapus.

Pasal I

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Daerah ini, dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Kudus.

Ditetapkan di Kudus

ool )

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN :u1é  NOMOR .

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : ( 1/2018).
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II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 1 TAHUN .uit

TENTANG

H KABUPATEN KUDUS

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERA
TRIBUSI TERMINAL

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RE

UMUM

Bahwa dengan adanya perubahan objck reribusi dan perubahan
ibusi terminal, perlu mengubah

tarif retribusi pada beberapa jenis retri
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Retribusi Terminal.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menyusun Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 2.
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